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BAB III
[bookmark: _Toc129906232]OBJEK PENELITIAN

3.1. [bookmark: _Toc129906233]Gambaran Umum Objek Penelitian
3.1.1. [bookmark: _Toc129906234]Kelembagaan 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pelaksanaan pembangunan daerah khususnya di bidang perencanaan mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. 


Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)  Kabupaten Majalengka sebagai 


salah  satu  unsur  Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka juga menyusun dokumen perencanaan  berupa   Rencana  Strategis  (Renstra) sebagai tindak lanjut  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah  Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. 
Seiring dengan dinamika perubahan  kerangka ekonomi makro baik pada level  nasional maupun regional yang berdampak secara  langsung maupun  tidak langsung pada ekonomi makro Kabupaten Majalengka,  serta terdapat perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat yang mendasar yang merupakan acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah, maka perlu dilakukan perubahan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan  sebagaimana telah  ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentangKlasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Koreksi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Peraturan Pelaksanaan PP 13/2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta dampak pandemi COVID-19, yang berimplikasi kepada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dalam skala makro maupun mikro (sektoral), sehingga berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan sesuai dengan kebijakan yang  baru. 
Sejalan dengan adanya perubahan RPJMD Kabupaten  Majalengka Tahun 2018-2023, maka perlu dilakukan pula perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten  Majalengka Tahun 2018-2023.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 disusun dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dalam proses penyusunan Renstra tersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program pembangunan di Kabupaten Majalengka agar tercipta sinergisitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksana utama dalam mengimplementasikan  RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 yang didukung oleh berbagai  stakeholder (pemangku kepentingan) pembangunan lainnya.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (disingkat dengan UU ASN) lahir dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
UU ASN hadir untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian karena sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global. 
Pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara harus berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya.
Menurut UU ASN Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari Pegawai Aparatur Sipil Negara. Dalam Pasal 10 dijelaskan bahwa Pegawai ASN berfungsi sebagai: pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan tugas Pegawai ASN menurut Pasal 11 adalah:
1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya di dalam Pasal 12 dijelaskan Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait kepegawaian, peraturan perundang-undangan terkait otonomi daerah juga mengalami perubahan. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sekarang telah diganti dengan Undang undang Nomor 23 Tahun 2014. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Daerah di dalam UU ASN berfungsi sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian yang disusun berdasarkan kerangka pemikiran bahwa pegawai sebagai individu dan sebagai korps adalah bagian integral dari pemerintahan Negara. Karena itu setiap Pegawai Negeri Sipil dituntut agar memiliki loyalitas penuh kepada pemerintah negara. Ketentuan tersebut dipandang tidak sesuai lagi dengan pemerintahan yang semakin demokratis dan desentralistis, pemerintahan yang semakin terbuka, serta ekonomi yang semakin kompetitif.
Dalam rangka menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi ASN. Sistem Informasi ASN merupakan rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi yang diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi.
Kebijaksanaan Manajemen ASN yang secara nasional dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara, sedangkan untuk pelaksanaan di daerah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, terbitlah Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi dasar perubahan bentuk organisasi yang mengurus kepegawaian di daerah. Untuk nomenklatur organisasi BKD di daerah, Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Derah, Sekretariat DPRD, Inspektorat dan Urusan Penunjang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 43);
Dalam Peraturan Daerah tersebut, disebutkan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka mempunyai tugas melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pendidikan dan Pelatihan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Majalengka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam rangka melaksanakan efisieinsi dan efektifitas dalam manajemen PNS Kabupaten Majalengka telah dikembangkan tekonologi melalui Sistem yang berbasis teknologi melalui Sistem Informasi Kepegawaian Daerah yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka yang disusun secara sistematis, dengan data terintegrasi, dan sekarang masih dalam tahap penginputan data oleh masing-masing SKPD, dengan tujuan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh atasan.
Kebutuhan mengenai data dan informasi untuk penyelenggaraan Manajemen ASN sangat diperlukan, baik untuk perencanaan kepegawaian maupun pengambilan keputusan oleh atasan di daerah dan pusat. Kelengkapan jenis data dan kemutakhiran data akan dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi semua pihak, baik pengambil kebijakan maupun pegawai itu sendiri sebagai elemen yang dilayani. Terkait dengan hal tersebut, maka disusunlah Buku Profil Kepegawaian di Kabupaten Majalengka Tahun 2021  sebagai bahan untuk mendukung tercapainya kualitas penataan kepegawaian guna mengisi struktur organisasi yang ada dan tercapainya tujuan organisasi.
3.1.2. [bookmark: _Toc129906235]Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPSDM
3.1.2.1 Tugas Pokok 
Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 80 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka, tugas pokok Badan Kepegawaian dan Pengmbangan Sumber  Daya  Manusia merumuskan sasaran, mengkoordinasikan, membina, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan daerah dalam bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, Bidang Kepangkatan dan Pengembangan Karier, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan.
3.1.2.2 Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, Bidang Kepangkatan dan Pengembangan Karier, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan;
b. Pengoordinasian urusan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, Bidang Kepangkatan dan Pengembangan Karier, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan;
c. Pembinaan dan evaluasi bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi Bidang Pengadaan, 
3.1.3. [bookmark: _Toc129906236]Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka
Visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka adalah terwujudnya manajemen daerah yang berkarakter menuju aparatur yang religius, profesional dan sejahtera.
Sedangkan Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan manajemen kepegawaian yang bersih, terbuka, bergerak (dinamis) dan terpercaya (akuntabel).
2. Mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang religius dan profesional.
3. Meningkatkan kesejahteraan aparatur daerah.
3.1.4. [bookmark: _Toc129906237]Struktur Organisasi
Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi,  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Unsur Penunjang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah  Kabupaten Majalengka, sebagai berikut :
1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawahkan :
a. Kasubbag Umum Dan Kepegawaian 
b. Kasubbag Keuangan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Kepangkatan dan Pengembangan Karier, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
Sumber : Kantor BKPSDM Kab. Majalengka, 2023Struktur Organisasi BKPSDM
sesuai Peraturan Bupati Majalengka Nomor 12 Tahun 2019
Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka
Struktur Organisasi BKPSDM
sesuai Peraturan Bupati Majalengka Nomor 12 Tahun 2019
Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka


[bookmark: _Toc139698223]Gambar 3. 1 Struktur Organisasi BKPSDM

Untuk melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi BKPSDM didukung oleh pegawai  dengan rincian sebagai berikut :
a. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan 12 Februari 2023
[bookmark: _Toc131606431]Tabel 3. 1 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	Tk. Pendidikan
	Laki-laki
	Perempuan
	Jumlah

	SLTA
	12
	1
	13

	D III
	4
	2
	6

	S 1
	21
	29
	50

	S 2
	2
	1
	3

	JUMLAH
	39
	33
	72


Sumber : Kantor BKPSDM Kab. Majalengka, 2023







b. Komposisi pegawai berdasarkan jenjang pangkat/golongan ruang gaji 12 Februari 2023
[bookmark: _Toc131606432]Tabel 3. 2 Data Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan
	Pangkat/Gol. Ruang
	Laki-laki
	Perempuan
	Jumlah

	Pembina Utama Muda (IV/c)
	1
	-
	1

	Pembina Tk.I (IV/b)
	1
	-
	1

	Pembina (IV/a)
	1
	-
	1

	Penata Tk.I (III /d)
	6
	3
	9

	Penata (III /c)
	1
	7
	8

	Penata Muda Tk.I (III /b)
	6
	8
	14

	Penata Muda (III /a)
	8
	13
	21

	Pengatur Tk.I (II /d)
	3
	-
	3

	Pengatur (II /c)
	6
	1
	7

	Pengatur Muda Tk.I (II /b)
	6
	1
	7

	JUMLAH
	39
	33
	72


 Sumber : Kantor BKPSDM Kab. Majalengka, 2023
c. Komposisi pegawai berdasarkan jabatan per 12 Februari 2023
[bookmark: _Toc131606433]Tabel 3. 3 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan
	Esselonering Jabatan
	Laki-laki
	Perempuan
	Jumlah

	II.b
	1
	-
	1

	III.a
	1
	-
	1

	III.b
	2
	2
	4

	IV.a
	-
	2
	2

	Pelaksana
	27
	18
	45

	Fungsional
	8
	11
	19

	JUMLAH
	39
	33
	72


[bookmark: _Toc129904513][bookmark: _Toc129906240] Sumber : Kantor BKPSDM Kab. Majalengka, 2023
d. Sumber Daya Aset
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BKPSDM didukung dengan adanya Sumber  Daya Aset sebagai berikut :
1. Prasarana Gedung Kantor per 12 Februari 2023





[bookmark: _Toc131606434]Tabel 3. 4 Prasarana Gedung Kantor
	No
	Uraian
	Kuantitas/ Satuan

	1
	Ruang Kerja Kepala Badan
	1 ruang

	2
	Ruang Kerja Sekretariat
	6 ruang

	3
	Ruang Kerja Bidang Data Informasi, Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai
	5 ruang

	4
	Ruang Kerja Bidang Penilaian Kinerja dan Mutasi Pegawai
	5 ruang

	5
	Ruang Kerja Bidang Pengelola Gaji, Kesejahteraan, dan Pembinaan Pegawai
	4 ruang

	6
	Ruang Kerja Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
	4 ruang

	7
	Ruang Data Kepegawaian
	1 ruang

	8
	Ruang Rapat/aula rapat
	2 ruang

	9
	Dapur
	5 ruang

	10
	Mushola
	1 ruang

	11
	Kamar mandi/toilet
	10 ruang

	12
	Gudang
	1 ruang


	  Sumber : Kantor BKPSDM Kab. Majalengka, 2023










2. [bookmark: _Toc129904515][bookmark: _Toc129906242]Sarana Peralatan Kerja Utama per 12 Februari 2023

[bookmark: _Toc131606435]Tabel 3. 5 Data Peralatan Kerja
	No
	Uraian/jenis
	Kuantitas/Satuan

	1
	Meja Kursi Esselon II
	1 Unit

	2
	Meja Kursi Esselon III
	5 Unit

	3
	Meja Kursi Esselon IV
	11 unit

	4
	Meja Kursi Staf
	31 unit

	5
	Filling Cabinet
	11 buah

	6
	Komputer PC
	35 unit

	7
	Komputer Server
	1 Unit

	8
	Printer
	43 buah

	9
	Laptop
	31 unit

	10
	Proyektor
	6 unit

	11
	Mesin Ketik Manual
	3 Buah

	12
	Scanner
	1 Unit

	14
	Brangkas
	1 unit

	13
	Jaringan Website BKPSDM
	1 Jaringan

	14
	Anjungan Informasi Kepegawaian
	1 Buah

	15
	CCTV
	8 Buah


  Sumber : Kantor BKPSDM Kab. Majalengka, 2023
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